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PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
WARALABA KEDAI KOPI KULO DI SULAWESI SELATAN

Abstrak

Waralaba dalam bidang perdagangan ini merupakan salah satu sistem yang
dianggap sangat banyak menguntungkan, ini sudah dibuktikan oleh berbagai
perusahaan nasional maupun internasional seperti Kedai Kopi Kulo. Dalam
menjalankan usahanya, Perlindungan hukum sangat dipentingkan, hal ini untuk
mengetahui dan memberikan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa
yang menjadi hak dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan
perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba
Kedai Koli Kulo di Sulawesi Selatan dan upaya yang dapat ditempuh oleh para
pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Kedai
Kopi Kulo di Sulawesi Selatan. Metode penelitian menggunakan metode
Penelitian Normatif, jenis penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah
data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan
menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan,
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif
dan represif dan Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi
wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba Kedai Kopi Kulo adalah
musyawarah dan mufakat.

Kata kunci: perjanjian waralaba,kedai kopi kulo, perlindungan hukum.

Abstract

Franchising in the trade sector is one system that is considered very profitable,
this has been proven by various national and international companies such as
Kedai Kopi Kulo. In carrying out its business, legal protection is very important,
this is to know and provide certainty that someone will get what their rights and
obligations are. This study aims to explain the legal protection for the parties in
the implementation of the Kedai Koli Kulo franchise agreement in South Sulawesi
and the efforts that can be taken by the parties in the event of a default in the
implementation of the Kedai Kopi Kulo franchise agreement in South Sulawesi.
The research method uses the normative research method, the type of descriptive
research, the type of data used is secondary data, the data collection method uses a
literature study using qualitative data analysis. The results of the study show that
the form of legal protection provided is in the form of preventive and repressive
legal protection and the efforts that can be taken by the parties in the event of a
default in the implementation of the Kulo Coffee Shop Franchise Agreement are
deliberation and consensus.

Keywords: franchise agreement, kedai kopi kulo, legal protection.



1. PENDAHULUAN

Dengan teknologi, pengetahuan, dan penemuan berbagai hal yang spesifik serta
sedikit lebih berkembang atau inovatif, para pengusaha dapat menawarkan
kelebihan-kelebihan serta kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan maupun
usahanya kepada para pihak lain guna menjalankan usahanya hingga bentuk-
bentuk lisensi seperti yang kita kenal dewasa ini bersifat komprehensif.

Perkembangan di dunia usaha ternyata tidak berhenti disitu saja, para
pengusaha tidak hanya membicarakan persoalan keseragaman didalam Hak atas
Kekayaan Intelektual yang di lisensikan, namun juga kewajiban untuk
menjalankan serta mematuhi seluruh perintah yang dikeluarkan dan termasuk
sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang di beri lisensi tersebut. Maka
dengan itu mulailah berkembang franchise (Waralaba) guna alternative dalam
perkembangan usaha para pelaku usaha. Franchise (Waralaba) ini kenyataannya
mengandalkan kemampuan para mitra usaha didalam mengembangkan dan
menjalankan kegiatan-kegiatan usaha waralaba melalui tata cara, proses serta
sesuatu aturan yang telah di tentukan oleh pengusaha pemberi waralaba
(Franchisor).

Di dalam aturan main franchise (waralaba) ini pihak pemilik modal atau
yang disebut dengan istilah franchise diberikan lisensi sebagai bagian dari bentuk
kepatuhan franchise terhadap aturan-aturan main di dalam kerjasama tersebut
franchise diberikan hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dan
sistem kegiatan operasional dari perusahaan yang di franchise tersebut baik dalam
pemakaian merk dagang, merk jasa, hak cipta logo, desain industry, bumbu
rahasia, sistem manaemen, desain outlet, dan sebagainya. Namun dapat dikatakan
bahwa pemakaian Hak atas Kekayaan Intelektual Pewarabala mendapatkan royalti
atau pembayaran atas penggunaan asset yang tak berwujud dari Franchise. Secara
umum Franchise memiliki pengertian suatu pemberian hak oleh franchisor kepada
franchisee guna memanfaatkan ke ciri khasan usahanya termasuk identitas
perusahaan sehingga keciri khasan usaha tersebut sama dengan usaha milik

franchisee.



Sejarah waralaba pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850-an di
Amerika Serikat sesungguhnya dalam praktek sudah banyak dan dipakai lama
didalam kancah internasional. Namun secara yuridis di Indonesia baru diatur pada
tahun 1997 tepatnya pada 18 Juni 1997 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Rl NO.
16 Tahun 1997 tentang waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259//MPP/Kep?7/1997 pada tanggal 30
Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha
Waralaba. Namun dengan demikian diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI No.
42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/M-
DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba kemudian keluar lagi
Permendag terbaru Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Sejak satu dekade terakhir berbisnis dengan cara waralaba sangat banyak
peminatnya di Indonesia seperti perusahaan maupun industri contohnya yaitu
makanan, minuman, salon, bengkel, apotik, Pendidikan, cafe, maupun minimarket
dan lain sebagainya. Waralaba dalam bidang perdagangan ini merupakan salah
satu sistem yang di anggap sangat banyak menguntungkan, ini sudah dibuktikan
oleh berbagai perusahaan nasional maupun internasional. Namun aturan-aturan
hukum waralaba dirasa belum lengkap dengan melihat peraturan Pemerintah dan
Peraturan Menteri baru di atur dalam 1 peraturan saja sehingga dengan begitu
peraturan mengenai waralaba dirasa belum memadai mengingat banyak bisnis
waralaba yang berkembang di jaman sekarang sehingga apabila terjadi suatu
masalah hukum yang menyangkut perjanjian diantara mereka masih sulit iuntuk
diatasi oleh pihak yang berwajib. Hal ini perlu dihindari agar tidak terjadi sesuatu
yang tidak diinginkan seperti kerugian karna tidak terpenuhinya kewajiban di
salah satu pihak karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi
mereka.

Oleh karena itu pengaturan tentang waralaba bagi para pihak yang akan
menjalankan suatu usaha sangat di tetapkan oleh perjanjian mereka itu sendiri
yang disusun dan dibuat oleh kedua belah pihak. Pembuatan kontrak perjanjian
bisnis mereka adalah suatu peristiwa penting didalam proses kerja sama bisnis

mengingat didalam kontrak tersebut akan di tulis segala sesuatu yang bertautan



dengan penyelenggaraan kerja sama dan menjadi suatu patokan atau Undang-
Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Mulanya, dasar dari sistem kerjasama waralaba memiliki jangka waktu
yang berlaku dan akan berakhir dengan sendirinya yang telah diatur di dalam
kontrak perjanjian pemberian waralaba kecuali jika franchisee memperpanjang
dan memperbaharui kontrak waralaba dengan franchisor. Dalam Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/1997 Pasal 8 yang
mengatur tentang jangka waktu perjanian waralaba ditentukan bahwa berlakunya
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Kedai kopi kulo merupakan salah satu usaha di bidang minuman yang
melakukan waralaba dalam pengembangan bisnisnya. Usaha minuman ini
menyediakan berbagai macam minuman dengan kopi sebagai menu andalan.
Kedai kopi kulo telah memiliki jangkauan waralaba yang cukup luas dengan
merambah di kota-kota besar salah satunya seperti yang akan penulis teliti yaitu di
Sulawesi Selatan.

Setiap pemberi waralaba pada umumnya termasuk kedai kopi kulo
memiliki perjanjian standar yang akan ditawarkan kepada calon penerima
waralaba untuk disepakati, dimana bentuk dan isi perjanjian tersebut sudah
ditentukan oleh pemberi waralaba. Adapun perjanjian waralaba pada kedai kopi
kulo dinamai dengan perjanjian kerjasama kedai kopi kulo.

Melihat dari perjanjian waralaba yang sudah-sudah ditemukan fakta bahwa
terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh mitra usaha atau franchisee terhadap
perjanjian waralaba. Maka perlindungan hukum sangat penting untuk mengetahui
dan memberikan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi
hak dan kewajibannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, akan
tercipta rasa aman dan percaya bagi para pihak dalam perjanjian waralaba serta
diharapkan bisnis waralaba akan berkembang lebih pesat dan dapat terus
berkontribusi bagi sektor ekonomi domestik Indonesia.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini pertama, Bagaimana
Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian waralaba
Kedai Kopi Kulo di Sulawesi Selatan? Kedua, Upaya yang dapat ditempuh oleh



para pihak dalam hal terjadi wanprestrasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba

kedai kopi kulo di Sulawesi Selatan?.

2. METODE

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan Jenis penelitian deskriptif.
Bermaksud agar dapat dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai
kondisii sebenarnya yang terjadi atau nampak di lapangan untuk kemudian
diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang perlindungan
hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Kedai Kopi Kulo
di Sulawesi Selatan. Metode pendekatan Normatif. Jenis data yang disajikan
dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini
dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat.
Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk
menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat
khusus atau individual (Ibrahim, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian
Waralaba Kedai Kopi Kulo di Sulawesi Selatan

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan kepada para pihak yakni subjek pelaku
penerima waralaba (franchisee) dan pemberi waralaba (franchisor) yakni
perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan Hukum preventif
bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang dilakukan kedua belah
pihak pelaku bisnis waralaba serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam
melaksanakan kewajiban dalam waralaba. Sedangkan perlindungan hukum
represif menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi
permasalahan di kemudian hari (Sari dan Parwata, 2016). Perlindungan hukum ini
adalah perlindungan hukum akhir dimana perlindungan yang diberikan berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila

sudah menjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.



Perlindungan hukum secara preventif telah diakomodir oleh perjanjian
waralaba Kedai Kopi Kulo yakni dengan adanya pengaturan mengenai kewajiban
dari para pihak pada Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 4 Perjanjian Waralaba Kedai Kopi
Kulo mengatur mengenai kewajiban pemberi waralaba. Selama Perjanjian ini
berlangsung PT LBM berkewajiban untuk: (1) memberikan panduan
pengoperasian gerai kepada mitra usaha termasuk namun tidak terbatas pada
pemberian masukan-masukan dan pengetahuanpengetahuan yang dimiliki
sehubungan dengan pengoperasian Gerai Kedai Kopi Kulo; (2) Menyediakan
konsep desain interior pada Gerai Kedai Kopi Kulo, adapun biayabiaya yang
timbul sehubungan dengan desain Gerai Kedai Kopi Kulo akan ditanggung
seluruhnya oleh Mitra Usaha; (3) PT LBM berkewajiban untuk menyediakan
pelatihan atau mentoring awal dan pelatihan lanjutan dengan syarat dan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini; dan (4) Menyediakan
kebutuhan Bahan Baku Khusus dan/atau Kemasan Kedai Kopi Kulo yang
dibutuhkan oleh Mitra Usaha dalam mengoperasikan Gerai Kedai Kopi Kulo
sesuai dengan pesanan Mitra Usaha.

Pasal 5 Perjanjian Waralaba Kedai Kopi Kulo mengatur mengenai
kewajiban penerima waralaba. Selama Perjanjian ini berlangsung Mitra Usaha
berkewajiban untuk: (a) menanggung seluruh biaya-biaya yang timbul
sehubungan dengan pengadaan perabotan dan/atau perlengkapan untuk keperluan
Gerai Kedai Kopi Kulo kecuali Peralatan dan Bahan Dasar Awal yang diberikan
olen PT LBM sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian ini; (b)
Membuka 1 (satu) Gerai Kedai Kopi Kulo di lokasi yang telah disetujui oleh PT
LBM, dan tidak diperbolehkan untuk memindahkan lokasi Gerai Kedai Kopi Kulo
sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari PT LBM. Memindahkan lokasi
Gerai Kedai Kopi Kulo tanpa persetujuan PT LBM dapat menyebabkan
pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 3; (c)
Menjalankan Gerai Kedai Kopi Kulo sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian ini dan panduan pengoperasian Gerai yang diberikan oleh PT LBM;
(d) Memiliki stok Bahan baku Khusus dan Kemasan Kedai Kopi Kulo

sekurangkurangnya untuk persediaan 7 (tujuh) Hari sebagaimana diatur lebih



lanjut dalam Pasal 11 Perjanjian ini; (e) Membeli seluruh Bahan Baku Khusus
dan/atau Kemasan Kedai Kopi Kulo untuk penyediaan Menu yang dijual di Gerai
Kedai Kopi Kulo hanya dari PT LBM dengan mekanisme dan standar pembelian
yang ditentukan oleh PT LBM, untuk Peralatan dan/atau Bahan Baku Umum,
Mitra Usaha dapat membeli dari supplier manapun dengan syarat Mitra Usaha
DILARANG mengganti merk yang telah ditentukan oleh PT LBM (daftar merek
sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini). Mengganti merk
Bahan Baku merupakan suatu pelanggaran yang dapat menyebabkan pengakhiran
Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 3 Perjanjian ini. Dalam hal
pelanggaran ini PT LBM memiliki opsi untuk mengambil alih Gerai Kopi Kulo
milik Mitra Usaha sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Pasal 22 ayat 4
Perjanjian ini. (f) Seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Gerai
Kedai Kopi Kulo seperti biaya pengurusan ijin usaha atas pembukaan atau
pengoperasiaan Gerai Kedai Kopi Kulo menjadi tanggung jawab Mitra Usaha;
(9) Menjamin bahwa Gerai Kedai Kopi Kulo telah memiliki seluruh perijinan
yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha penyediaan Menu; (h) Mitra
Usaha setuju untuk pengadaan brosur, kartu nama, formulir kwitansi, seragam,
alat promosi dan benda lain yang diperlukan untuk menunjang Gerai Kedai Kopi
Kulo akan disediakan sendiri oleh Mitra Usaha. Akan tetapi Mitra Usaha setuju
bahwa desain yang digunakan untuk hal tersebut di atas adalah berasal dari PT
LBM dan seluruh biaya pengadaannya akan ditanggung oleh Mitra Usaha; (i)
Mitra Usaha atau karyawan yang bekerja kepada Mitra Usaha pada Gerai Kedai
Kopi Kulo yang dimaksud dalam Perjanjian ini wajib mengikuti program
pelatinan yang diselenggarakan oleh PT LBM; (j) Mitra Usaha dengan ini
menyetujui dan menjamin bahwa Gerai Kedai Kopi Kulo hanya akan menjual
Menu yang berasal dari PT LBM, sesuai dengan konsep Kedai Kopi Kulo.
Apabila Mitra Usaha memandang terdapat kesempatan yang baik untuk
melakukan penjualan selain daripada Menu selain dari PT LBM, maka hal
tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PT
LBM; (k) Membuat laporan tertulis sesuai dengan Pasal 16 Perjanjian ini; (I)

Menyediakan Anggaran Promosi Bulanan; dan (m) Memberitahukan PT LBM



apabila terdapat informasi apapun yang berkaitan dengan penggunaan Merek
Kedai Kopi Kulo yang tidak sebagaimana mestinya atau terlihat mencurigakan.

Perlindungan hukum secara preventif juga tercantum dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf j, Pasal 12 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 (1) Perjanjian
Waralaba Kedai Kopi Kulo Pasal 1 ayat (1) huruf j mengenai informasi rahasia
yaitu wajib menjaga informasi sistem managemen, dokumentasi, data dll .
Selanjutnya Pasal 12 ayat (3) mitra usaha dapat mengajukan masukan-masukan,
ide-ide untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem dan konsep sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa mitra
usaha berkewajiban untuk memastikan adanya ketersediaan bahan baku khusus
dan kemasan Kedai Kopi Kulo setidaknya tujuh hari kedepan. Pengaturan ini
penting untuk mencegah adanya wanprestasi danmelindungi rahasia dagang
pemberi waralaba.

Perlindungan hukum represif juga telah cukup terfasilitasi dalam Pasal 25
perjanjian waralaba Kedai Kopi Kulo tentang pernyelesaian sengketa. Pasal 25
pada pokoknya menyatakan bahwa apabila timbul sengketa diantara kedua belah
pihak akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil menapai
kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan
karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor
kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai mana disepakati oleh kedua belah pihak
yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian jika pelaksanaan perjanjian franchise dilihat dari perspektif
hukum islam keberadaan waralaba dimungkinkan berdasarkan kaidah fighiyah
yang bersifat umum yang berbunyi “segala sesuatu itu pada dasarnya boleh,
kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya” (Fagih, 2014) atau kaidah
fighiyah yang berbunyi “pada dasarnya pokok hukum terhadap akad dan
muamalat itu hukumnya boleh (sah), sehingga ada dalil (syar i) yang membatalkan
atau mengharamkannya” (Faqih, 2014). Kaidah tersebut menjadi dasar hukum,
bahwa ekonomi Islam bersifat terbuka, yang membolehkan para pihak untuk

membuat perjanjian apa saja selama tidak ada dalil yang mengharamkan perjanjian



tersebut. Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa perjanjian waralaba adalah

perjanjian yang sesuai dengan syariah Islam dan boleh dilaksanakan perjanjian

waralaba (franchise) tersebut.

3.2 Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi
Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Kedai Kopi Kulo
di Sulawesi Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden, dalam pelaksanaan perjanjian

waralaba Kedai Kopi Kulo tidak dilakukannya wanprestasi dari kedua belah

pihak. Semua dilakukan sesuai dengan klausula yang ada dalam perjanjian

kerjasama kedai kopi kulo.

Meskipun tidak terdapat wanprestrasi dari perjanjian kerjasama Kedai
Kopi Kulo. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak jika dalam
hal terjadi wanprestasi dapat digolongkan sebagai bentuk perlindungan hokum
bersifat represif. Bentuk represif lahir karena adanya sengketa yang harus
diselesaikan. Hak yang dapat digugat oleh kreditur sebagaimana diatur dalam
Pasal 1267 KUHPerdata yakni: (1) Pemenuhan perjanjian (nakoming); (2) ganti
rugi (vervangendevergoeding); (3) Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan
perjanjian (ontbinding); (4) Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
pelengkap (nakoming en anvvullend vergoeding); (5) Pembubaran perjanjian
disertai dengan ganti rugi pelengkap (ontbinding en anvullend vergoeding).

Berdasarkan Pasal 25 Perjanjian Waralaba Kedai Kopi Kulo, terdapat 2
(dua) mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemberi
waralaba dan penerima waralaba sebagaimana berikut:

“Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat perjanjian ini
akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah
untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah
pihak akan menyelesaikan secara hukum dankarenanya kedua belah pihak
memilih domisili hukum yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri
yang disepakati yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.” Adapun penjelasan
dari tiap mekanisme penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut: (a)

Penyelesaian melalui musyawarah. Kedai Kopi Kulo dalam melakukan



penyelesaian masalah mengutamakan penyelesaian secara damai melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat. Terhadap kelalaian yang dilakukan baik
oleh penerima waralaba maupun pemberi waralaba selalu diselesaikan secara
kekeluargaan terlebih dahulu. Para pihak akan bertemu dan membicarakan
masalah untuk kemudian mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. (b)
Penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan. Manakala pemberi waralaba
tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak
waralaba, dan telah dinyatakan lalai namun tetap melalaikannya, maka pihak
yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang melakukan
wanprestasi. Gugatan wanprestasi diajukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan
kompetensi absolut dan relatif dalam hukum acara perdata.

Upaya penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan merupakan
sarana akhir (ultimum remidium) manakala penyelesaian sengketa melalui cara-
cara lain tidak mendapatkan hasil. Hingga saatini penyelesaian sengketa di pada
perjanjian waralaba ini dilakukan menggunakan asas itikad baik melalui
musyawarah oleh para pihak. Belum ada penyelesaian sengketa melalui jalur

litigasi atau pengadilan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan
hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif telah
diberikan melalui Perjanjian Waralaba Kedai Kopi Kulo yang memuat mengenai
kewajiban masing-masing pihak pada Pasal 1 ayat (1) huruf j, Pasal 12 ayat (3),
Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 (1) Perjanjian Waralaba Kedai Kopi Kulo Pasal 1
ayat (1) huruf j mengenai informasi rahasia yaitu wajib menjaga informasi sistem
managemen, dokumentasi, data dll. Adapun perlindungan hukum secara represif
dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan oleh
para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian jika dilihat dari perspektif
hukum islam jelaslah bahwa pelaksanaa perjanjian waralaba adalah perjanjian

yang sesuai dengan syariah Islam.
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Kedua, Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi
wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba Kedai Kopi Kulo adalah
musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tersebut tidak
berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan
secara hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan.

4.2 Saran

Pertama, Agar terbentuk regulasi yang lebih dinamis yang memberikan pihak-
pihak agar leluasa namun taat terhadap regulasi maka harus menyetujui semua
ketentuan yang diberlakukan oleh franchisor. Kedua, Demi terciptanya kepastian
dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanan perjanjian franchise,
sebelum ditandatangani perjanjian, brand yang akan dijual telah teruji di
area/tempat penerima waralaba melalui audit marketing dalam kurun waktu yang
ditentukan, dengan tujuan meminimalisir potensi kerugian terhadap brand yang
dibeli yang mungkin saja dapat terjadi.

Ketiga, Pemerintah juga wajib memperbaharui pengaturan mengenai
waralaba yang sudah ada untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian
hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih mengenai peraturan dan
ketidakcocokan.
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